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Abstract

This research discusses the legal interpretation of the Constitutional Conrt Decision
Number: 24/ PUU-XXI1/ 2024 related to the examination of Article 132 paragraph (1)
of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts. The decision limits the
anthority of the State Administrative Body or Official in filing a judicial review, so that only
the plaintiff (a person or Civil Law Entity) can file it. The focus of the research is to find
out how the legal interpretation used in the Constitutional Conrt's decision and the legal
consequences of the interpretation arising from the decision. This research uses normative
Juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that
the Constitutional Court predominantly uses systematic interpretation as a form of protection
to the public, but the Court does not fully consider its decisions using futurist interpretation,
which prioritizes future anticipation related to legal certainty and the balance of the position
of the parties. The Court's decision has legal consequences in the form of the loss of the right
of one of the parties (the Defendant, namely the State Administrative Agency or Official) to
file a judicial review, which bas an impact on the principles of justice and legal certainty in
the State Administrative Justice system.

Keywords: legal interpretation; Constitutional Court; juducial review.

Abstrak

Penelitian Penelitian ini membabas tentang penafsiran hukum terhadap Putusan
Mabkamaly Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaba Negara.
Putusan tersebut membatasi kewenangan Badan atan Pejabat Tata Usaba Negara dalam
mengajukan upaya peninjanan kembals, sehingga hanya pibak penggugat (seseorang atau
Badan Hukum Perdata) yang dapat mengajukannya upaya tersebut. Fokus penelitian
adalah  mengetahui  bagaimana penafsiran bhukum yang digunakan dalam putusan
Mabhkamah Konstitusi serta akibat hukum penafsiran yang ditimbulkan dari putusan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan fasus. Hasil penelitian menunjukan  bahwa
Mabhkamah Konstitusi lebib dominan menggunakan penafsiran sistematis sebagai bentuk
perlindungan  kepada  masyarakat, akan tetapi Mabkamah tidak  sepenubnya
mempertimbangkan  putusannya  dengan  menggunakan  penafsiran  futuris, yang
mengutamakan antisipasi ke depan terkait kepastian hukum dan  keseimbangan
kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah menimbulkan akibat hukum berupa
hilangnya hak salah satu pibak (Lergugat yakni Badan atan Pejabat Tata Usaba
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Negara) untuk mengajukan upaya peninjanan kembali yang berdampak terhadap prinsip
keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: penafsiran hukum, Mabkamah Konstitusi, peninjanan kembali.
Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir konstitusi, bahkan
penafsir tunggal terhadap konstitusi. Sehingga ketika ada sengketa yang kaitannya dengan
hubungan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelesaikan konstitusi
dan memutuskan sengketa yang sedang terjadi (Wardani, 2019). Mahkamah Konstitusi
termasuk badan peradilan zndependen sebagai penegak hukum dan keadilan, kewenangannya
terdapat pada Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara,
mengadili pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan terkait hasil pemilihan
umum (Diniyanto, n.d., 2023c; Hardani et al., 2019; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ulum
& Diniyanto, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024 yakni
terkait upaya peninjuan kembali dalam sengketa TUN. Sebelumnya peninjauan kembali
merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan untuk memberikan
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Peninjauan kembali juga
sebagai wadah bagi para pencari keadilan, untuk mendapatkan keadilan atas dasar
ditemukannya novum (data baru yang timbul setelah sebuah proses selesai dilakukan) (Putra,
2022). Terhadap putusan pengadilan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat
dipergunakan lagi oleh para pihak yang bersangkutan kecuali upaya hukum luar biasa yaitu
upaya peninjauan kembali.

Putusan mahkamah konstitusi pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diputus pada hari
Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diajukan oleh Rahmawati Salam selaku warga negara
Indonesia dan telah memenuhi syarat sebagai /lega/ standing dengan mendalilkan bahwa
berlakunya Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun tidak dilakukannya pembatasan
kewenangan Badan/Pejabat TUN dalam pengajuan upaya peninjauan kembali,
mengakibatkan ketidakpastian bagi pemohon. Adanya permohonan ini dikarenakan
sebelumnya Pemohon menggugat ke PTUN Jakarta untuk melakukan perlawanan kepada
Menteri ATR/Kepala BPN RI. Menurut Pemohon Menteri ATR/BPN RI melakukan
penundaan putusan tersebut dengan dalih akan melakukan pengajuan peninjauan kembali

ke Mahkamah Agung. Sehingga amar putusan permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor:
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24/PUU-XXII/2024 mengemukakan bahwa dikabulkan untuk sebagian permohonan
pemohon, menjelaskan bahwa norma pasal 132 ayat 1 berubah menjadi “Terhadap putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.”

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat
formil sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka amar putusannya “menyatakan permohonan
tidak dapat diterima”. Selanjutnya apabila dalam hal undang-undang dinyatakan tidak
bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi muatan
sebagian atau keseluruhannya maka amar putusannya “menyatakan permohonan ditolak”.
Akan tetapi, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon
beralasan, menyatakan dengan tegas materi muatan baik ayat, pasal maupun bagian dari
undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan pembentukan undang-undang
yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undnag-undang berdasarkan
UUD 1945 (pengujian formil) diatu dalam Pasal 56 ayat (4) maka amar putusannya
“menyatakan permohonan dikabulkan” (Sumadi, 2020).

Permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024
yakni bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran yang seharusnya digunakan
terhadap norma pada putusan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Menurut
Sudikno Mertokusumo penafsiran merupakan suatu cara mengetahui sebuah makna yang
ada pada teks hukum yang digunakan dalam pengambilan Keputusan atau penyelesaian
kasus yang dihadapi secara konkret (Hasibuan & Hamzah, 2023). Penafsiran hukum
diperlukan apabila ada aturan yang sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan
pada suatu kejadian tertentu, hal ini dapat dilakukan pada seorang hakim sebagai sarana
perluasan terhadap putusan hakim (Mukarromah & Diniyanto, 2023; Pratama, 2024b).
Oleh karena itu teori penafsiran hukum dianggap penting untuk memastikan hukum yang
berlaku sudah dijalankan secara akurat, adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku
(Afif Khalid, 2014). Metode penafsiran yang dilakukan Mahkamah itu bukan sesuatu yang
diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum akan tetapi
merupakan penjabaran putusan-putusan hakim. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan
metode penafsiran berupa bahasa (gramatikal), teleologis (sosiologis), sistematis, historis,

komparatif, futuris dalam menemukan hukum pada putusan. Interpretasi hukum sebaiknya
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disertai dengan adanya penalaran hukum (Lega/ Reasoning) sebuah proses untuk memberikan
dasar dan penjelasan secara logis atas interpretasi tersebut. oleh karena itu hasil gabungan
antara penafsiran dan penalaran hukum dapat diungkapkan melalui argument hukum yang
masuk akal untuk memastikan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran tercapai
(Isharyanto & Abdurrachman, 2016).

Sumber penafsiran hukum menurut A. Mansyur effendi bahwa Pertama,
pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkannya pada undang-undang itu
sendiri dan memiliki sifat mengikat secara umum. Penafsiran ini melarang hakim
menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, singkatnya penafsiran hanya boleh dilakukan berdasarkan makna
yang sudah jelas dalam undang-undang. Kedua, para sarjana atau pakar yang ternama dalam
bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum, bisa disebut dengan penafsiran ilmiah
(Doctrinaire) penafsiran ini memiliki nilai teoritik saja karena hakim tidak terkait oleh
penafsiran ilmiah. Ketiga, hakim biasanya membentuk putusan atau penetapan hakim
sebagai hasil sidang di Pengadilan dan hanya mengikat pihak-pithak yang bersangkutan
(Supena, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fathillah Fasya Nisrina dengan judul “Kewenangan
Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo”(Nistina & Sofiani, 2016) menjelaskan
bahwa tindakan Mahkamah Agung dalam sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat,
sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa. Tindakan Mahkamah Agung
melampaui batas kewenangan yang ditetapkan secara normatif sehingga menciptakan
ketidakpastian hukum dan membuka ruang yang dapat mereduksi asas legalitas dan
keadilan dalam proses demokrasi. Adanya hak/wewenang kepada Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara untuk mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sangat kontraproduktif dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Aguo merupakan putusan progresif yang justru dapat melindungi masyarakat yang
mencari keadilan dan kepastian hukum (Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, 2025).
Perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus kepada tindakan Mahkamah Agung dalam
menerima peninjauan kembali perkara pilkada yang telah diputus secara kasasi. Sedangkan
penelitian ini mengarah kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang justru membatasi hak

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
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Demikian, penelitian peneliti berfokus pada pembatasan hak yang dilakukan melalui
penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait
metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh hakim dan penafsiran yang seharusnya
digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 24/PUU-XXI1/2024
terkait pengujian materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai upaya pengajuan peninjauan
kembali. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi penafsiran yang digunakan oleh hakim
Mahkamah Konstitusi dapat sejalan atau tidak dengan peraturan lainnya. Peneliti menilai
putusan tersebut tidak sejalan dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Putri & Pratama, 2025). Hal ini Makamah Konstitusi
belum sepenuhnya mempertimbangkan kedudukan atau kewenangan dalam melakukan
pengajuan peninjauan kembali. Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan
Tata Usaha Negara yang sedang bersengketa mendapatkan kesamaan dihadapan hukum
sesuai asas persamaan hak. Meskipun Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berstatus sebagai
Tergugat tetap memiliki hak-hak yang melekat sebagai subjek hukum. Apabila pengajuan
peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak Penggugat saja maka hal tersebut
justru tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum (Pratama et al., 2018).

Uraian tersebut di atas telah menarik minat peneliti untuk menganalisis dan
membahas lebih lanjut berdasarkan teori yang akan digunakan oleh penulis terkait
peninjauan kembali yang berlaku terhadap salah satu pihak berperkara yakni kepada
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan kapasitasnya sebagai Tergugat, merupakan hal
batu yang patut dicermati dan diteliti dalam judul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan
Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” Hasil ini bisa memberikan pengetahuan

dengan persoalan yang terkait.

Metode

Pengkajian penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan menganalisis asas
dan aturan hukum yang ada pada ketentuan perundang-undangan serta sumber pustaka
lainnya terhadap sistematika hukum dan singkronisasi hukum (Mamudji 2011). Jenis
penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menjawab simpulan penelitian berdasarkan
cara yang dipakai berupa /brary research (kajian Pustaka). Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statuete approach), pendekatan
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konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum
dalam penelitian berupa bahan hukum sekunder, yakni perundang-undangan secara
hierarki. Bahan hukum sekunder, yakni melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup
pembacaan dan pengutipan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.
Kegiatan ini meliputi berbagai sumber, seperti buku, makalah, jurnal, artikel hukum, tulisan
di surat kabar, dan berbagai referensi lainnya yang dapat memberikan informasi terkait
pokok masalah yang dibahas (Mamudji, 2011). Sumber hukum tersier, merujuk pada
sumber yang bisa dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder maupun primer
seperti, ensiklopedi sumber yang akan diambil dari internet serta KBBI
diniyantod(Diniyanto, 2019, 2022, 2024; Diniyanto et al.,, 2021; Diniyanto & Suhendar,
2020; Muhaimin, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said &
Diniyanto, 2021). Teknik pengumpulan bahan hukum menerapkan mekanisme inventarisasi
dan sistematisasi (Tahir et al., 2023) dan menerapkan teknik analisis bahan hukum berupa
teknik preskriptif. Teknik tersebut digunakan sebagai metode yang bertujuan untuk
menghasilkan solusi atau saran terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, sekaligus
untuk menyampaikan penjelasan atau menetapkan permasalahan yang sejalan pada

kenyataan (Kriswanto, 2022; Marzuki, 2014).

Pembahasan
1. Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah XKonstitusi Nomor: 24/PUU-

XXI1/2024
Mahkamah  Konstitusi  telah  melihat, membaca, memeriksa  serta
mempertimbangkan dengan teliti secara keseluruhan permohonan dan bukti-bukti yang
diajukan sebelum akhirnya dapat memutuskan permohonan Pemohon. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024 merupakan pengujian materiil atas
pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Diajukan oleh Rahmawati Salam selaku Ibu rumah tangga yang menganggap
bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum
yang adil sesuai dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menimbang
adanya pengajuan permohonan atau pengujian materiil tersebut, maka Mahkamah
Konstitusi mempertimbangkan beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya dan
berkesimpulan pada amar putusannya bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1986 menjadi “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum
tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali
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oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
24/PUU-XXII/2024 dapat dilihat menggunakan metode penafsiran sistematis.
Penafsiran sistematis (/ogis) adalah metode atau teknik menafsirkan hukum dengan
mengaitkan, menghubungkan baik pasal atau undang-undang satu dengan yang lainnya
secara keseluruhan sebagai bagian dari sistem perundang-undangan (Pratama, 2021).
Adanya penafsiran tersebut dikarenakan undang-undang selalu berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya (Sudikno 2020).

Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mempertimbangkan terkait norma Pasal
132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam kerangka sistem hukum yang
lebih besar, termasuk ketentuan konstitusi seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, Adanya cara tersecbut Mahkamah Konstitusi dapat memastikan
interpretasi/penafsiran  tethadap norma dengan menyelaraskan  prinsip-prinsip
konstitusional yang lebih luas. Teknik ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi dapat
memastikan bahwa norma pada Pasal 132 ayat (1) tidak hanya sesuai teksnya, akan tetapi
juga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat selaras dengan keseluruhan sistem
hukum dan konstitusi negara. Salah satu indikatornya adalah menjaga konstitensi dalam
sistem hukum untuk memastikan antara pasal yang diuji dengan keseluruhan sistem
hukum yang lebih besar, termasuk bagaimana peraturan tersebut berada dalam hierarki
perundang-undangan (Diniyanto, 2016, 2021a, 2023b, 2023d; Muhtada & Diniyanto,
2018; Pratama, 2017). Mahkamah Konstitusi menggunakan metode ini dalam
menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024 terkait Pasal
132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan memeriksa norma secara
teliti dan meninjau ketentuan lain yang relevan. Pada putusan Mahkamah menggunakan
penafsiran sistematis guna menjawab siapa yang bisa mengajukan upaya peninjauan
kembali dalam perkara TUN.

Jadi, Hakim dalam menafsirkan norma pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang dimana menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 28D ayat (1). Mahkamah untuk membuktikan pernyataan Pemohon maka
Mahkamah mengaitkan dengan menyatakan bahwa sejarah PTUN dimana pada Pasal 6
ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan
Badan-Badan Kehakiman yang menyatakan keberadaan PTUN disebut dengan istilah
Peradilan Tata Usaha Pemerintah (Diniyanto, 2020, 2023e; Fauzan et al., 2022; Pratama
et al., 2025). Selanjutnya, juga mengaitkan dan menghubungkan pada Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 terkait kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat. bahwa kedudukan
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antara para pihak dalam perkara tata usaha negara sering kali tidak setara. Dari sisi
psikologis, posisi Tergugat yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara cenderung berada
di atas karena didukung oleh akses yang ada. Sebaliknya, Penggugat justru harus terlebih
dahulu membuktikan kedudukan hukumnya secara jelas untuk bisa memperjuangkan
haknya. Selain itu, diberikan tanggungjawab dalam pembuktian. Oleh karena itu, akan
lebih ideal jika diterapkan sebagai self respect terhadap putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai
kewajiban melaksanakannya tanpa menunda putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga mengaitkan dengan hukum acara peninjauan kembali
yang ada pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung. Serta Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung terkait
permohonan peninjauan Kembali (Pratama, 2017). Demikian, koherensi hukum yang
digunakan Mahkamah dalam putusan ini bersifat horizontal, artinya bahwa Mahkamah
berusaha menyelaraskan norma dalam undang-undang yang berada di tingkat yang sama
terkait peninjauan kembali dalam UU Peratun dengan pengaturan peninjauan kembali
dalam UU MA. Secara keseluruhan, penggunaan penafsiran sistematis pada putusan
tersebut telah mencerminkan bahwa adanya kehati-hatian dalam menafsirkan pasal yang
dimohonkan, di mana hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang secara sempit akan
tetapi juga konteks sistem hukum yang lebih luas atau keseluruhan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan alat bantu berupa Pertama, sejarah hukum
secara historis dan konsep, keberadaan peradilan administrasi, termasuk PTUN di
Indonesia mengadopsi peradilan administrasi di Perancis. Gagasan untuk membentuk
lembaga PTUN di Indonesia sudah muncul sejak kemerdekaan Indonesia sebagaimana
yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang
Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. pada tahun 1986, pemerintah
Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Dan tujuan dibentuknya PTUN adalah sebagai wadah
penyelesaian  antara  warga negara dan pemerintah yang muncul dari
Keputusan/Tindakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Kedua, menggunakan
alat bantu berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam tugas dan
wewenang Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian asas se/f respect pada putusan
yang telah memperoleh hukum tetap, asas ini diberlakukan agar menjadi keseharusan
bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan tersebut (Pratama,

2023). oleh karena itu sebelumnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan antara
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Penggugat dan Tergugat yang tidak seimbang demikian asas tersebut lebih baik
diberlakukan. Ketiga, Doktrin hukum seperti bahwasanya kedudukan Penggugat dan
Tergugat dimana Tergugat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Penggugat sebagai perlindungan terhadap masyarakat maka menjadi dasar bahwa upaya
peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Penggugat (seseorang dan badan hukum
perdata). Keempat, Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 108/PUU-XIV /2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024 di mana hakim
sudah benar menggunakan penafsiran sistematis, akan tetapi Mahkamah Konstitusi
perlu mempertimbangkan menggunakan penafsiran futuris sebagai bentuk antisipasi ke
depan apabila terjadi kasus yang serupa dengan menggunakan konsep zus constituendum
(hukum yang dicita-citakan), bukan hanya zus constitutum (hukum yang berlaku saat ini).
Penafsiran futuris merupakan bentuk antisipasi yang berpegang pada penggunaan
penjelasan mengenai undang-undang yang belum inkracht atau mempunyai kekuatan
hukum tetap. Peradilan Tata Usaha Negara juga memberlakukan beberapa asas yakni
(Zulkarnaen, 2018):

a. Asas bahwa setiap pihak berhak untuk didengarkan (audi et alteram) jadi para
pihak memiliki kedudukan yang setara.

b. Asas kesatuan beracara pada perkara yang sejenis, baik pemeriksaan pada tingkat
peradilan atau kasasi dimana MA menjadi lembaga puncaknya.

c. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman independen, yang berarti bahwa
kekuasaan tersebut dijalankan secara bebas tanpa campur tangan pihak lain baik
secara langsung maupun tidak langsung terutama jika hal itu dapat mempengaruhi
objektivitas keputusan pengadilan.

d. Asas sidang terbuka untuk umum, putusan yang sah dan mempunyai kekuatan
hukum tetap ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

e. Asas peradilan berjenjang, dimana perkara dimulai pada tingkat pertama yakni
Pengadilan Tata Usaha Negara, dilanjutkan pada upaya banding di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya kasasi serta peninjauan kembali oleh
Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Nomor: 24/PUU-XXI1/2024
menggunakan penafsiran sistematis, akan tetapi Mahkamah Konstitusi perlu
mempertimbangkan bahwasanya sebelum diputus pada Pasal 132 ayat (1) sebenarnya

sudah sesuai dan sejalan dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
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tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi seharusnya melihat bahwa
ketentuan ini membuka kemungkinan semua pihak yang berkepentingan dan dirugikan
oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan upaya peninjauan
Kembali (Pratama, 2017; Pratama et al., 2018). Kemudian Mahkamah Konstitusi juga
perlu mempertimbangkan bahwa dasar alasan permohonan dalam upaya peninjauan
kembali tersebut. Selanjutnya, terkait kedudukan atau posisi para pihak baik Penggugat
atau Tergugat tetap mempunyai hak yang sama (equality before the law) di mana para pihak
juga mempunyai hak yang sama dalam proses peradilan tanpa adanya diskriminasi sesuai
dengan asas (awudi et alteram partem) yakni mendengarkan kedua belah pihak, asas ini
penting terutama bagi pihak yang sedang berperkara dikarenakan asas ini sebuah tolak
ukur bagi kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim tidak dapat
menyalahgunakan kewenangannya. Terdapat dua aspek yakni mengakui adanya hak
seseorang Tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik langsung maupun
tidak langsung, artinya para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama
untuk mempertahankan hak (Almitra, 2013).

Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan bahwa Pemberian hak dalam
mengajukan upaya peninjauan kembali perkara TUN dengan 6 alasan yang telah diatur
dalam pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung sangat diperlukan jadi bukan hanya
seorang atau badan hukum perdata tetapi juga diperlukan oleh badan/pejabat yang
mengeluarkan  Keputusan TUN. Adanya Badan/Pejabat dalam mengeluarkan
Keputusan TUN juga sebagai perwakilan dari pemerintah sehingga Badan/Pejabat TUN
seharusnya memang diberikan kesempatan untuk melakukan upaya peninjauan kembali
karena perkara TUN berbeda dengan perkara Pidana seperti yang ada pada pokok
permohonan Pemohon.

Peninjauan Kembali merupakan sarana atau upaya dalam mencari keadilan, bukan
hanya hak individu tetapi juga untuk kepentingan negara. Dimana bahwa dalam putusan
tersebut menyatakan “kecuali Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” hal ini berkaitan
dengan seluruh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak bisa mengajukan upaya
peninjauan Kembali (Pratama, 2021)a. Apabila hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
dalam pengajuan peninjauan kembali tidak terealisasikan atau penghapusan hak secara
permanen padahal secara formil mereka juga subjek hukum yang berhak atas Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Misalnya, dalam perkara perpajakan pada pengadilan tingkat
pertama memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam perhitungan besaran pajak dan hal

tersebut merugikan pemerintah. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 77 ayat (1) dan
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(3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. dapat dipahami
bahwa ketika perkara perpajakan sudah diadili pada tingkat pertama maka tidak ada
upaya hukum lagi kecuali upaya peninjauan kembali (TaxPrime, 2024).

Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan berbagai hal tersebut
sebelum memutuskan permohonan Pemohon terlebih kaitannya dengan evektivitas
penggunaan mekanisme upaya peninjauan kembali pada Pasal 66 ayat (2) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penulis menilai bahwa
Pemohon akan merasa hak terpenuhi dengan adanya evektifitas dari pasal tersebut.
Mahkamah Konstitusi tidak merubah sistem peradilan TUN dengan membatasi hak
Badan/Pejabat untuk mengajukan peninjauan kembali dan melihat apa yang menjadi

alasan permohonan upaya tersebut dilakukan (Pratama & Sekar, 2024).

. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pertimbangan hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutus
permohonan yang diajukan oleh pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya
dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang. Oleh karena hal tersebut, maka
Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa, mengadili dan memutus dalam permohonan
yang diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (Bachtiar, 2015;
Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2021b, 2022a, 2023a; Muhtada & Diniyanto, 2017).
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (erga ommnes), hal ini dapat
dipahami bahwa tidak ada upaya hukum lainnya. Pelaksanaan putusan ini tidak
memerlukan putusan pejabat yang berwewenang karena bersifat otomatis. Artinya, sejak
putusan dibacakan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka hal tersebut langsung
mengikat dan memiliki akibat hukum (Asshiddiqie, 2006; Pratama et al., 2023; Safitri &
Sa’adah, 2021; Wicaksana, 2017). Adanya hal tersebut, maka putusan yang telah
ditetapkan dapat mengikat dan diberlakukan tanpa campur tangan lembaga pelaksana.
Hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Achmad Ali berpendapat akibat hukum ialah sebuah akibat yang timbul oleh
hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Ali, 2015).
Sedangkan, menurut Soedjino akibat hukum adalah suatu akibat yang timbul karena

adanya suatu hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban. Sehingga, akibat hukum
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akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek (Dirdjosisworo, 1999).
Hakim menggunakan penafsiran sistematis untuk memutus perkara tersebut dan
memastikan bahwa penafsiran terkait Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 dilakukan secara harmonis sesuai dengan keseluruhan sistem hukum.
Penggunaan penafsiran sistematis dalam memutus permohonan tersebut tentunya
berpengaruh besar terhadap hasil putusannya. Di sisi lain, penafsiran sistematis
membatasi arti suatu norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma lainnya, hal
ini bisa berdampak pada pengambilan hak atau kewenangan yang awalnya tampak lebih
luas (Inayati & Pratama, 2025). Hal ini dapat dilihat dari amar putusan Mahkamah di
mana hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon, dengan
di kabulkannya permohonan tersebut mengakibatkan terjadinya pembatasan penjelasan
pada ketentuan norma Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh
karena itu tentunya menimbulkan hilangnya hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan
menimbulkan kewajiban hukum bagi Badan/Pejabat TUN untuk segera melaksanakan
eksekusi putusan PTUN yang telah inkracht dan bersifat mengikat.

Mahkamah Konstitusi pada putusannya upaya peninjauan kembali dalam
Peradilan Tata Usaha Negara lebih condong diartikan hanya dapat diberlakukan dan
diberikan pada Seseorang atau Badan Hukum Perdata saja, dan tidak diberlakukan
kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dimana objek sengketa dalam PTUN adalah
Keputusan/Tindakan yang dinyatakan kalah oleh PTUN, karena upaya tersebut diajukan
oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang memang cenderung bersifat menunda-
nunda untuk melaksanakan putusan PTUN. Oleh adanya hal tersebut, kewajiban
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah kalah untuk segera melaksanakan putusan
kasasi dan tidak dapat mengajukan upaya peninjauan kembali lebih memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Sehingga Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 juga dapat
menimbulkan munculnya atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu.

Menurut pandangan penulis, justru pada hal tersebut dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam upaya peninjauan kembali.
Selain itu, putusan ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan
hukum, karena putusan tersebut memberikan interpretasi baru terhadap suatu undang-
undang. Terakhir putusan tersebut juga mempengaruhi pada praktik yang telah berjalan
sebelumnya. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXI1/2024
menyangkut perubahan dalam prosedur pengajuan upaya peninjauan kembali dalam

PTUN, maka prosedur yang berlaku harus disesuaikan agar selaras dengan interpretasi
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baru tersebut. Penyesuaian ini memastikan bahwa praktik hukum tidak hanya sesuai
dengan undang-undang akan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang
telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran strategis dalam
menjaga keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai konstitusi serta meningkatkan
kepastian hukum dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga Masyarakat
(Pratama & Yusron, 2024).

Kepastian hukum menurut Radbruch yakni Pertama, hukum itu positif
(perundang-undangan). Kedua, hukum yang berdasarkan pada fakta atau hukum yang
ditetapkan pasti. Ketiga, fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari
kekeliruan pada pemaknaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.
Selanjutnya  keadilan menurut Plato menyatakan bahwa kemampuan untuk
memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan merupakan
konsepsi yang abstrak, akan tetapi di dalam konsep keadilan ada makna yang terkandung
yakni perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum (Iman,
2022).

Penulis beranggapan apabila Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan
penafsiran futuris pada Putusan Nomor: 24/PUU-XXII1/2024, scharusnya tidak
mengabulkan permohonan pemohon, jadi status dari Undang-undang yang diuji akan
tetap berlaku. Artinya, ketentuan yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berkaitan dengan upaya peninjauan kembali,
apabila tidak dikecualikan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka upaya
tersebut tidak akan mengalami perubahan dan terus diberlakukan seperti sebelum
adanya putusan permohonan pengujian (Umam & Pratama, 2023). Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam konteks hukum konstitusional bersifat final dan mengikat, yang artinya
bahwa tidak ada jalur lain yang dapat ditempuh dalam membatalkan atau mengubah
putusan tersebut kecuali melalui proses pengujian ulang di MK dengan argumentasi dan
bukti yang berbeda.

Akibat hukum putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 dati penafsiran futuris bukan
hanya memberikan kepastian hukum dalam konteks saat ini, akan tetapi dapat
memastikan kesetaraan dalam kesempatan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali.
Kemudian dengan melalui penafsiran futuris maka Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Peratun tetap sejalan dengan Pasal 24 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan juga
tetap memberikan hak upaya peninjauan kembali terkait tertentu seperti perpajakan.

Selain itu penafsiran futuris dapat berimplikasi langsung terhadap penguatan kepastian
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hukum, tidak hanya dalam segi formal (kepastian prosedural) akan tetapi juga dalam segi
substansif yang dimana keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, adil, serta diterima
oleh semua pihak yang terlibat (keadilan nyata yang dirasakan oleh pihak). Penghapusan
hak upaya peninjauan kembali dari salah satu pihak yakni Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara secara permanen dan mutlak, padahal secara formil mereka juga merupakan
subjek hukum yang berhak atas perlindungan, dan akses terhadap keadilan sebagaimana
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penafsiran  futuris melalui  Mahkamah  Konstitusi  scharusnya  dapat
mempertahankan keberlakuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan hak kepada kedua belah pihak
untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, dengan pembatasan tertentu. Hal ini juga
terkait dengan penyediaan dalam segi substansif dimana antisipasi oleh kekhawatiran hak
peninjauan kembali bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat disalahgunakan
(Pratama, 2024a). Maka, penafsiran futuris dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi
mendorong peraturan yang ada seperti syarat utama pada peninjauan kembali terdapat
pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Akibat hukum bahwa kedua belah pihak tetap memiliki akses yang setara terhadap
upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), tetapi dengan syarat dan pengawasan ketat
misalnya hanya dalam hal adanya novum. Hal ini dapat menciptakan keadilan dalam
prosedural dan menjaga prinsip equality before the lmy karena negara pun sebagai pihak
Tergugat bisa memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan
(Pratama & Aziz, 2024). Mahkamah Konstitusi juga seharusnya mampu melihat bahwa
kebutuhan hukum tidak hanya menyangkut perlindungan masyarakat sebagai Penggugat,
tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai
Tergugat untuk melakukan pembelaan hukum secara proporsional serta kedua belah
pihak dalam pengadilan memiliki asas audi et alteram partems (kedua pihak harus didengar).
Padahal, dalam banyak kasus pejabat TUN mungkin juga menghadapi kekeliruan

putusan atau menemukan bukti baru (novur) yang penting bagi keadilan.

Simpulan
Terdapat dua poin utama dari penelitian ini yang dapat disimpulkan sesuai dengan

topik yang telah diangkat. Pertama, adanya pembatasan norma pada Putusan Nomor:

24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 berbunyi menjadi “Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan
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hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
kecuali Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” mengakibatkan hilangnya hak Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Pertimbangan hakim
pada Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan mengabulkan sebagian
permohonan Pemohon menggunakan penafsiran sistematis dikarenakan adanya keterkaitan
antara Pasal 77 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, serta
menggunakan berbagai alat bantu. Namun seyogyanya Mahkamah Konstitusi menggunakan
penafsiran  futuris, melalui penafsiran ini dimaksudkan agar hakim turut
mempertimbangkan hak-hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek yang
mewakili pemerintah pada masa mendatang dan mendorong tercapainya nilai-nilai keadilan.
Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dalam upaya peninjauan kembali terhadap kedua
pihak yang bersengketa. Kedua, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan
menggunakan penafsiran sistematis terlihat pada pembatasan norma terhadap pasal yang di
uji kemudian menghapus hak sekaligus menimbulkan kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara. Hal ini juga berdampak pada penerapan hukum yang sebelumnya berlaku.
Di sisi lain apabila Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris maka
dampaknya lebih mengarah pada terciptanya kepastian hukum dalam jangka panjang atau
melihat di masa mendatang dengan didasarkan pada alasan kuat dalam pengajuan upaya
peninjauan kembali. Penafsiran ini memberikan dampak kesetaraan hak antara pihak
Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Serta
mendorong Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan praktik atau prosedur

yang sebelumnya ada.
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